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KATA PENGANTAR
oleh Kantor Komisariat 

Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa Urusan Pengungsi
(UNHCR)

DaLam reSoLuSi 319 (iV), tanggal 3 Desember 1949, majelis 
umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk mendirikan 
sebuah Kantor Komisaris tinggi untuk Pengungsi per 1 Januari 1951.

Statuta Kantor Komisariat tinggi PBB urusan Pengungsi diadopsi oleh 
majelis umum pada 14 Desember 1950 sebagai lampiran resolusi 
428 (V). Di dalam resolusi ini, diproduksi kembali pada halaman 6, 
majelis juga meminta Pemerintah untuk bekerjasama dengan Komisaris 
tinggi dalam pelaksanaan fungsi nya mengenai pengungsi yang berada 
di bawah kompetensi Kantor tersebut. Sesuai dengan Statuta, sifat kerja 
dari Komisaris tinggi ini adalah kemanusiaan dan sosial dan bukan sama 
sekali bersifat politik.

Fungsi Komisaris tinggi didefinisikan di dalam Statuta dan di dalam 
berbagai resolusi untuk selanjutnya diadopsi oleh majelis umum. 
resolusi-resolusi mengenai Kantor Komisaris tinggi yang telah diadopsi 
oleh majelis umum dan Dewan ekonomi dan Sosial tersedia di website 
unHCr di www.unhcr.org.

Komisaris tinggi melapor setiap tahun kepada majelis umum 
melalui Dewan ekonomi dan Sosial. Sesuai dengan ayat 4 dari 
Statuta, Komite Penasehat Pengungsi didirikan oleh Dewan ekonomi 
dan Sosial PBB1 dan kemudian disusun kembali sebagai Komite 
eksekutif Dana Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (unreF)2. 
unreF pada tahun 1958 diganti menjadi Komite eksekutif Program 
Komisaris tinggi3. anggota Komite eksekutif dipilih oleh Dewan 

1 Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 393 (XIII) B tanggal 10 September 1951.
2 Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 565 (XIX) tanggal 31 Maret 1955 diadopsi sesuai dengan 

Resolusi Majelis Umum 832 (IX) tanggal 21 Oktober 1954.
3 Resolusi Majelis Umum 1166 (XII) tanggal 26 November 1957 dan Resolusi Dewan Ekonomi dan 

Sosial 672 (XXV) tanggal 30 April 1958.
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ekonomi dan Sosial dengan dasar geografis seluas mungkin dari negara-
negara yang menunjukan minat dan pengabdian kepada penyelesaian 
masalah pengungsi.

Di bawah kerangka acuan, Komite eksekutif, antara lain, mengkaji dan 
menyetujui program bantuan materi dari kantor Komisaris tinggi dan 
memberikan saran berdasarkan permintaan kepada Komisaris tinggi 
mengenai pelaksanaan fungsi-fungsinya berdasarkan Statuta. Komite 
eksekutif awalnya terdiri dari 24 negara. Pada bulan agustus 2007, 
keanggotaan telah berkembang menjadi 72 negara, terdiri dari aljazair, 
argentina, australia, austria, Bangladesh, Belgia,  Brasil, Kanada, Chili, 
Cina, Kolombia, Kosta rika, Pantai gading, Siprus, republik Demokrasi 
Kongo, Denmark, ekuador, mesir, estonia, ethiopia, Finlandia, 
Perancis, Jerman, ghana, Yunani, guinea, tahta Suci, Hungaria, india, 
republik islam iran, irlandia, israel, italia, Jepang, Yordania, Kenya, 
Lebanon, Lesotho, madagaskar, meksiko, maroko, mozambik, namibia, 
Belanda, Selandia Baru, nikaragua, nigeria, norwegia, Pakistan,  
Filipina, Polandia, Portugal, republik Korea, rumania, Federasi 
rusia, Serbia, Somalia, afrika Selatan, Spanyol, Sudan, Swedia, 
Swiss, Thailand, tunisia, turki, uganda, Kerajaan inggris, republik  
tanzania, amerika Serikat, Venezuela, Yaman dan Zambia.

Komisaris tinggi untuk Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
pertama adalah gerrit J. van Heuven goedhart dari Belanda (1951-
1956). Dia digantikan oleh auguste r. Lindt dari Swiss (1957-1960); 
Felix Schnyder dari Swiss (1961-1965); Sadruddin aga Khan dari iran 
(1966-1977); Poul Hartling dari Denmark (1978-1985); Jean-Pierre 
Hocke dari Swiss (1986-1989); Thorvald Stoltenberg dari norwegia 
(January 1990-november 1990); Sadako ogata dari Jepang (1991-
2000); ruud Lubbers dari Belanda (2001-2005); dan antonio guterres 
dari Portugal (2005~).

Kantor Pusat unHCr terletak di Jenewa, Swiss. Komisaris tinggi telah 
menunjuk para perwakilan dan koresponden di 116 negara di seluruh 
dunia.

Jenewa, agustus 2007
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RESOLUSI MAJELIS UMUM 428 (V)
14 Desember 1950

MAJELIS UMUM

mengingat resolusinya 319 a (iV) 3 Desember 1949,

1. menerima lampiran resolusi ini, sebagai Statuta Komisariat 
tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi:

2. menyerukan Pemerintah-pemerintah untuk bekerja sama dengan 
Komisariat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi 
dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya mengenai para pengungsi yang 
berada di bawah wewenang kantornya, terutama dengan:

 a) menjadi pihak pada konvensi-konvensi internasional yang 
mengatur perlindungan para pengungsi dan mengambil 
langkah-langkah pelaksanaan yang perlu menurut konvensi-
konvensi tersebut;

 b) membuat persetujuan-persetujuan khusus dengan Komisaris 
tinggi bagi pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperkirakan 
akan memperbaiki situasi para pengungsi dan untuk 
mengurangi jumlah yang membutuhkan perlindungan;

 c) menerima masuk para pengungsi ke dalam wilayah-wilayah 
mereka, tidak terkecuali para pengungsi yang termasuk dalam 
kategori-kategori paling kekurangan;
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 d) membantu Komisaris tinggi dalam upaya-upaya untuk 
menggalakkan repatriasi sukarela para pengungsi;

 e) menggalakkan asimilasi para pengungsi terutama dengan 
memudahkan pewarganegaraan mereka; 

 f ) memberikan kepada para pengungsi dokumen perjalanan 
dan dokumen lain seperti yang biasanya diberikan kepada 
orang-orang asing lain oleh instansi-instansi nasional mereka. 
terutama dokumen-dokumen yang akan memudahkan 
pemukiman mereka;

 g) mengizinkan para pengungsi untuk memindahkan aset 
mereka dan terutama aset yang perlu bagi pemukiman 
mereka;

 h) memberikan kepada Komisaris tinggi informasi mengenai 
jumlah dan kondisi para pengungsi, serta undang-undang 
dan peraturan-peraturan mengenai mereka.

3. meminta Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan resolusi 
ini bersama dengan lampiran yang disertakan pada rosolusi ini. 
juga kepada negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa. dengan maksud untuk memperoleh kerja sama mereka dan 
pelaksanaannya.
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LAMPIRAN
Statuta Komisariat Tinggi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi 

BAB  I 
Ketentuan Umum

Komisariat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 1. 
Pengungsi yang bertindak di bawah kekuasaan majelis umum akan 
memegang fungsi pemberian perlindungan internasional, di bawah 
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada para pengungsi yang 
termasuk dalam ruang lingkup Statuta ini dan pencarian solusi 
permanen masalah pengungsi dengan membantu pemerintah-
pemerintah dan tergantung pada persetujuan pemerintah-pemerintah 
yang bersangkutan organisasi, instansi swasta untuk memudahkan 
repatriasi sukarela para pengungsi termaksud asimilasi mereka dalam 
komunitas-komunitas nasional baru.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. lebih khususnya apabila 
timbul kesulitan, dan misalnya tentang suatu kontroversi mengenai 
status internasional orang tersebut, Komisaris tinggi akan meminta 
pendapat komite penasihat pengungsi jika komite itu dibentuk.

2. Kegiatan Komisaris tinggi akan bersifat sepenuhnya nonpolitis; 
kegiatan tersebut akan bersifat humaniter dan social yang saling 
berkaitan pada kelompok-kelompok atau kategori-kategori 
pengungsi.
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3. Komisaris tinggi akan mengikuti petunjuk-petunjuk kebijakan 
yang diberikan padanya oleh majelis umum atau Dewan ekonomi 
dan Sosial.

4. Dewan ekonomi dan Sosial dapat memutuskan setelah mendengar 
pendapat Komisaris tinggi tentang pokok yang bersangkutan, untuk 
membentuk sebuah komite penasihat tentang pengungsi, yang akan 
terdiri dari wakil-wakil negara-negara anggota dan negara-negara 
bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan diseleksi oleh 
Dewan ekonomi dan Sosial atas dasar perhatian nyata dan pengabdian 
negara-negara tersebut pada solusi masalah pengungsi.

5. majelis umum akan meninjau lagi, selambat-lambatnya pada 
sidang regulernya kedepan, pengaturan bagi Komisaris tinggi 
dengan maksud untuk menetapkan apakah Komisariat tersebut akan 
diteruskan melampaui 31 Desember 1953.
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BAB II
Fungsi Komisaris Tinggi

6. Wewenang Komisaris tinggi akan meliputi:

 a. (i) Seseorang yang telah dianggap sebagai pengungsi 
menurut Pengaturan 12 mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau 
menurut Konvensi 20 oktober 1933 dan 10 Februari 1938. 
Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi organisasi 
internasional.

  (ii) Seseorang yang sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang 
terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh 
kecemasan yang sungguh-sungguh mendasar, mengalami 
persekusi karena alasan-alasan ras. agama, kebangsaan atau 
opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya 
dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut atau karena 
alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, 
tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau 
seseorang. yang tidak berkewarganegaraan dan berada di luar 
negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal 
tidak dapat atau, karena kecemasan itu atau karena alasan-
alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak 
mau kembali ke negara itu.

Keputusan mengenai terpenuhinya persyaratan yang diambil 
oleh organisasi pengungsi internasional dalam periode 
kegiatannya tidak akan mencegah status pengungsi yang 
diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat 
paragraf ini;
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Wewenang Komisaris tinggi akan berhenti berlaku bagi 
seseorang yang ditetapkan dalam seksi a di atas jika :

  a) la secara sukarela telah memanfaatkan kembali 
perlindungan negara kewarganegaraannya; atau

  b) Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara 
sukarela telah memperolehnya kembali; atau

  c) la telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan 
menikmati perlindugan negara kewarganegaraan 
barunya; atau

  d) la secara sukarela telah menetap kembali di negara yang 
ditinggalkannya atau di luar negara itu dimana ia tetap 
tinggal karena kecemasan akan persekusi, atau

  e) ia tidak dapat lagi lebih lama karena keadaan-keadaan 
yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai 
pengungsi sudah tidak ada lagi, mengajukan alasan-alasan 
yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi untuk 
tetap menolak memanfaatkan perlindungan negara   
kewarganegaraannya.   alasan-alasan   yang   semata-
mata bersifat ekonomis tidak dapat diajukan; atau

  f ) Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, 
ia tidak dapat lagi dan  ia dapat lagi kembali kenegara 
dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, 
karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan 
pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak 
ada lagi bertempat tinggal, mengajukan alasan-alasan 
yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi untuk 
tetap menolak kembali ke negara tersebut;
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 B. Seseorang lain yang berada di luar negera kewarganegaraannya 
atau ia tidak mempunyai kewarganegraan di mana ia 
sebelumnya biasanya bertempat tinggal, karena ia mempunyai 
atau pernah mempunyai kecemasan yang sungguh-sungguh 
berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, 
kebangsaan atau opini politik dan tidak dapat atau, karena 
kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan 
pemerintah negara kewarganegaraannya, atau jika ia tidak 
mempunyai kewarganegaraan kembali ke negara di mana ia 
sebelumnya biasanya bertempat tinggal.

7. Dengan ketentuan bahwa wewenang Komisaris tinggi 
sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 6 diatas tidak akan meliputi 
seorang :
 a) Yang merupakan warga negara  lebih dari satu negara kecuali 

apabila ia memenuhi ketentuan paragraf terdahulu dalam 
hubungannya dengan tiap negara di mana ia adalah warga 
negara; atau

 b) Yang diakui oleh instansi-instansi yang berwenang  dari negara 
itu di mana ia telah bertempat tinggal mempunyai hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada kewarganegaraan 
yang dimiliki negara itu; atau

 c) Yang tetap menerima dari organ-organ atau badan-badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya perlindungan atau 
bantuan; atau

 d) Yang mengenai dirinya terdapat alasan-alasan serius untuk 
menganggap bahwa ia telah melakukan tindak pidana 
yang diliput oleh ketentuan-ketetuan perjanjian-perjanjian 
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ekstradisi atau tindak pidana yang disebut dalam Pasal Vi 
Piagam London dari mahkamah militer internasional atau 
oleh ketentuan-ketentuan Pasal 14, paragraf 2, dari Deklarasi 
universal Hak asasi manusia*.

8. Komisaris tinggi akan memberikan perlindungan kepada para 
pengungsi yang berada di bawah wewenang Komisariatnya dengan :
 a) menggalangkan pembuatan dan pengesahan konvensi-

konvensi internasional bagi perlindungan para pengungsi, 
mengawasi pelaksanaan konvensi-konvensi tersebut dan 
mengusulkan amandemen-amandemen tarhadap konvensi-
konvensi itu;

 b) menggalangkan melalui persetujuan-persetujuan khusus 
dengan Pemerintah-pemerintah pelaksanaan tiap tindakan 
yang diperkirakan akan memperbaiki keadaan para pengungsi 
dan untuk mengurangi jumlah yang membutuhkan 
perlindungan;

 c) membantu upaya pemerintah dan swasta untuk 
menggalangkan repatriasi sukarela dalam komunitas-
komunitas nasional baru.

 d) menggalangkan diterima masuknya para pengungsi, tidak 
terkecuali mereka yang termasuk dalam kategori-kategori 
paling kekurangan. ke dalam wilayah-wilayah negara-
negara; 

* Lihal resolusl Majelis Umum PBB 217 A (III) 10 Descmber 1948
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 e) Berusaha keras untuk memperoleh izin bagi para   
pengungsi untuk memindahkan aset mereka dan terutama 
aset yang perlu bagi pemukiman mereka; 

 f ) memperoleh dari pemerintah-pemerintah informasi 
mengenai jumlah dan kondisi-kondisi para pengungsi dalam 
wilayah-wilayah mereka serta undang-undang dan peraturan-
peraturan mengenai para pengungsi tersebut; 

 g) Berhubungan erat dengan Pemerintah-pemerintah dan 
organisasi-organisasi antar pemerintah yang bersangkutan; 

 h) membina kontak dengan cara yang dianggapnya terbaik 
dengan organisasi-organisasi swasta yang menangani masalah-
masalah pengungsi; 

 i) memudahkan koordinasi upaya-upaya organisasi-organisasi 
swasta yang memperhatikan kesejahteraan para pengungsi.

9. Komisaris tinggi akan melakukan kegiatan-kegiatan tambahan. 
termasuk repatriasi dan pemukiman, yang mungkin ditetapkan oleh 
majelis umum, dalam batas-batas sumber-sumber yang disediakan 
baginya.

10. Komisaris tinggi akan mengelola tiap dana, publik atau privat, 
yang diterimanya untuk bantuan bagi para pengungsi, dan akan 
membaginya di antara badan-badan privat dan apabila dianggap tepat, 
badan-badan publik yang dianggapnya mempunyai kemampuan 
terbaik untuk mengelola bantuan termaksud.
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Komisaris tinggi dapat menolak setiap tawaran yang tidak dianggapnya 
tepat atau yang tidak dapat dipergunakan.
Komisaris tinggi tidak akan meminta dana kepada Pemerintah-
pemerintah atau menyampaikan permintaan umum, tanpa persetujuan 
iebih dulu dari  majelis umum.
Komisaris tinggi akan memasukkan ke dalam laporan tahunannya 
pernyataan dari kegiatan-kegiatannya di bidang ini.

11. Komisaris tinggi akan berhak menyampaikan pandangan-
pandangannya di depan majelis umum, Dewan ekonomi dan Sosial 
dan badan-badan bawahan kedua organ tersebut.

Komisaris tinggi akan melapor setiap tahun kepada majelis umum 
melalui Dewan ekonomi dan Sosial; laporannya akan dibahas sebagai 
mana acara terpisah dalam agenda majelis umum.

12. Komisaris tinggi dapat meminta kerja sama berbagai badan 
khusus.
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BAB  III
Organisasi dan Keuangan

13. Komisaris tinggi akan dipilih oleh majelis umum atas pencalonan 
dari Sekretaris Jenderal. Persyaratan pengangkatan Komisaris tinggi 
akan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh majelis 
umum.  Komisaris tinggi akan dipilih untuk masa jabatan tiga 
tahun. terhitung mulai 1 Januari 1951.

14. Komisaris tinggi akan mengangkat. untuk masa jabatan yang 
sama. seorang Wakil Komisaris tinggi yang berkewarganegaraan lain 
dari kewarganegaraannya sendiri.

15. a) Dalam batas-batas penyediaan anggaran yang diberikan, 
staf Komisariat tinggi akan diangkat oleh Komisaris tinggi 
dan akan bertanggung jawab kepadanya dalam pelaksanaan 
fungsi-fungsi mereka.

  b) Staf termaksud akan dipilih dari orang-orang yang setia pada 
tujuan-tujuan Komisariat tinggi.

  c) Kondisi-kondisi pengerjaan mereka adalah kondisi-kondisi 
pengerjaan yang diatur menurut peraturan staf yang 
diterima oleh majelis umum dan ketentuan yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

  d) Ketentuan dapat juga dibuat untuk dapat memperkerjakan 
personel tanpa kompensasi.
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16. Komisaris tinggi akan berkonsultasi dengan Pemerintah 
negara-negara tempat tinggal para pengungsi mengenai perlunya 
pengangkatan wakil-wakil di negara-negara tersebut. Di negara yang 
mengakui keperluan termaksud. dapat diangkat seorang wakil yang 
disetujui oleh Pemerintah negara itu.  Dengan ketentuan sebagaimana 
disebut terdahulu, wakil yang sama dapat bertugas di lebih dari satu 
negara.

17. Komisaris tinggi dan Sekretaris Jenderal akan membuat 
pengaturan yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan dan konsultasi 
mengenai masalah-masalah yang merupakan kepentingan bersama.

18. Sekretaris Jendral akan memberikan kepada Komisaris tinggi 
segala fasilitas yang perlu dalam batas-batas anggaran.

19. Komisaris tinggi akan berkedudukan di Jenewa Swiss.

20. Komisaris tinggi akan di biayai dari anggaran Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, kecuali majelis umum kemudian memutuskan lain, 
tidak ada pengeluaran selain pengeluaran administratif yang berkaitan 
dengan pelaksanaan fungsi Komisariat tinggi akan dibebankan pada 
anggaran Peserikatan Bangsa-Bangsa dan segala pengeluaran segala 
pengeluaran lain yang berkaitan dengan kegiatan Komisaris tinggi 
akan dibiayai oleh sumbangan sukarela.
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21. administrasi Komisariat tinggi akan ditundukkan pada Peraturan 
Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pada ketentuan keuangan 
yang diitetapkan atas dasar itu oleh Sekretaris Jenderal.

22. transaksi-transaksi yang berkaitan dengan dana Komisaris tinggi 
akan dikenakan audit oleh dewan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
dengan ketentuan bahwa Dewan tersebut dapat menerima laporan-
laporan yang sudah diaudit dari badan-badan yang mendapat alokasi 
dana. Pengaturan administratif bagi penahanan dana termaksud dan 
alokasinya akan disepakati antara Komisaris tinggi dan Sekretaris 
Jendral sesuai dengan Peraturan Keuangan Perserikatan Bangsa-
Bangsa serta ketentuan yang ditetapkan atas dasar peraturan tersebut 
oleh Sekretaris Jenderal.

U
N

H
CR

/M
RP

I/C
2•

ST
AT

U
TE

/IN
S/

SE
PT

EM
BE

R 
20

07



statuta komisariat tinggi perserikatan bangsa-bangsa urusan pengungsi
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untuk informasi
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regional representation Jakarta
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